BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 188.45/ 30 /2024
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
UNTUK MENANDATANGANI SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN
DOKUMEN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI ACEH SINGKIL,

bahwa memperhatikan Pasal 26 ayat (1) dan (2)
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana
Desa;

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyaluran
dana desa Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Singkil,
perlu menetapkan dan/atau menunjuk Pejabat
Pemerintah  Kabupaten @ Aceh  Singkil untuk
menandatangani surat pengantar penyampaian
dokumen persyaratan penyaluran dana desa Tahun
Anggaran 2024; '

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat
Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Singkil Untuk
Menandatangani Surat Pengantar Penyampaian
Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa Tahun
Anggaran 2024;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh
Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3827);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);



10.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Nomor 2021 tentang
Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6623);
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6883);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 245);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 17 81);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);




Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana
Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana
Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);

12. Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 Tentang
Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 245);

13. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran
Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah
diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor
6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun
Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

14. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022
tentang Sistim dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 669);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL UNTUK
MENANDATANGANI SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN
DOKUMEN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024.

Menunjuk Sdr. Hendra Sunarno, SE, Ak, M.Si NIP.
19790802 200504 1 002, Pangkat/Golongan Pembina
Tingkat I (IV/b), Jabatan Kepala Badan Pengelolaan
Kabupaten Aceh  Singkil sebagai Pejabat yang
Menandatangani Surat Pengantar Penyampaian Dokumen
Persyaratan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2024.
Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU, pejabat yang ditunjuk wajib
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Agar tercapai tertib tata laksana penetapan, maka setiap
perubahan atas materi kewenangan yang dilimpahkan,
terlebih dahulu mengkoordinasikan usulan perubahan dan
atau penyempurnaan pelimpahan wewenang kepada
Bupati Aceh Singkil melalui Sekretaris Daerah Kabupaten
Aceh Singkil.

Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat sebagaimana
dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab atas
Pemberian wewenang yang diterimanya dari Bupati Aceh
Singkil.



KELIMA . Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini
akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal o4 Jowaid. 204

" 2 Jumad Akhie V45 H
’f' Pj. BUR# ACEH SINGKILk\’

Salinan dari Keputusan ini disampaikan
1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh
Singkil di Singkil;

BPKK Aceh Singkil di Singkil,

Yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan dengan penuh tanggungjawa.
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